
a. bahwa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pupuk 
bersubsidi dcngan wajar sampai pada tingkat pctani dan 
meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk 
tclah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 
Anggaran 2013 tcntang Alokasi dan Harga Eccran Tcrtinggi 

Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupatcn 

Klaten Tahun 2013; 

b. bahwa berdasarkan tingkat serapan yang bervariasi antar 

kecamatan serta alokasi yang berbeda dengan serapan tahun 
yang lalu, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) 
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten 
Klaren Tahun Anggaran 2013 sudah tidak sesuai lagi, 

sehingga perlu ditinjau kembali; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu mcnetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati 
Klaren Nomor 1 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga 
Ecera.n Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di 

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013; 

BUPATl KLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

?ERli"BAHAl'J ATAS LAMPJRAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 1 
TAHL'N 2013 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI 

?lJPL-;;: BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN 
TAHUN ANGGARAN 2013 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI Kl,ATEN 

NOMOR .\3. TAHUN 2013 

BUPATIKLATEN 

• 

- 



Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 4355); 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

'1438}; 

Nomor ten tang 2004 Tahun 6. Undang-Undang 

J. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tcntang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3478); 
4. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 
5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

Mengingat 
• 

• 

• 

• 



• 

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5361); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 201 I tentang Pupuk 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4079); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 4737); 
12. Peraturan Prcsiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan 
sebagairnana Lelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Prcsiden 
Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi 

Scbagai Barang Dalam Pengawasan; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M.DAG/PER/6/ 
2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian; 
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Perrnentan/SR/ 11/ 

2012 tentang Kcbutuhan dan Harga Eceran Tertinggi {HET) 

Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 

2012; 
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 

tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Propirisi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2013; 
16 Peraruran Daerah Kabupaten Klatcn Nornor 2 Tahun 2008 

tentang Penetapan Kcwcnangan Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Klaten {Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaren Nomor 11). 

• 

• 



I - 
TELAil DiKOREKSI TGL PARAF 

OLEH ... - 
SE~'DA ,:..-/ 
ASS. E~"'iG & KESRA I -« 
KABAG. hu~'M -~ I 

KABAG. PE.~ONOMIAN j 'fl" 
KA.. DN AS ?ERTANIA..'ll l r 

SARTIYASTO 
SERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR ... 

Diundangkan di Klaten 

Pada ranggal 
Plt. SEKRE,ARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, • 

SUNARNA 

C:.---~----' 
BUPATl KLATEN, 

Ditetapkan di Klaten 

Pada tanggal 

" Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seriap orang mcngetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 

ini dcngan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. • 

"Pasal I 
Kerentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI diubah, dengan 
Peruba.han sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI 

DAN IIARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK 

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 

ANGGARAN 2013. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

• 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Klatcn. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah scbagai unsur 

penyelenggara Pemcrintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Klaten. 
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. 
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan 

unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau 

biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk . 
• 8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari 

bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui 
proses rekayasa, dapat berbcntuk padat atau cair yang digunakan untuk 

mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kirnia dan biologi tanah. 
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjulnya disingkat HET adalah harga pupuk 

bersubsidi di Lini IV (di kios Penyalur Pupuk di tingkat Dcsa/Kecamatan) yang 

dibeli oleb petani / Kelompok Tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 
10. Pemupukan berimbang adalah pcmberian pupuk bagi tanaman sesuai dcngan 

status hara canah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang 

optimal dan berkelanjutan . 
• 11. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan pcnyalurannya 

ditatan.iagakan dengan HET yang ditetapkan di tingka.t pcnyaluran resmi Uni N. 

12. Sektor pertanian adalah sektor yang bcrkaitan dengan budidaya tanarnan 
pangan. hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan 

atau udang. 
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan 

milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura. 

14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan 
budidaya tanaman Perkebunan dcngan luasan tertentu. 

15. Peterriak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan 

budidaya raoaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 

Pasal 1 

KITTF:NTUAN UMUM 

BAB I 



(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pckcbun dan peternak yang 

mengusabakan lahan seluas - luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanarn per 
keluarga petani kecuali pcmbudidaya ikan dan/atau udang scluas - luasnya 

l saru hektar 
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi 

perusahaan raoaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau 

perusahaan perikanan budidaya. 

Pasal 2 

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI 

BAB II • 

21. Rencana Dcfinitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah 
perhirungan rcncana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani 

berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan pctani, pekebun, 
peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan 

rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjumya disingkat KP3 adalah 

wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang 

dibenruk Bupati di tingkat Kabupaten. 

mengusa.hakan lahan usaha Lani secara bcrsama pada satu hamparan atau 
kawasan yang dikuk:uhkan olch Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. • 

16. Pembudidaya ikan atau udang adalah pcrorangan warga negara Indonesia yang 

mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau 

udang yang lidak memiliki ijin usaha. 

17. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk 

an-organik (Urea, SP 36, ZA, NPK, Organik) dan pupuk di dalam negeri. 
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor scsuai ketentuan Pcraturan Mcntcri 

Perdagangan Nomor 07 /M-DAO/PER/2/2009 t.entang pengadaan dan 
penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang masih berlaku. 

19. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2009 tentang pcngadaan dan 
penyaluran pupuk bcrsubsidi untuk sektor pertanian yang masih berlaku. 

20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan 
kepenringan dalam memanfaatkan surnber daya pertanian untuk bekerjasama 
meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahtcraan anggotanya dalam 



(1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kccamatan di daerah pada bulan 
bcrjalan tidak mencukupi, produscn dapat menyalurkan alokasi pupuk 
bersubsicii di wilavah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa 
alokasi bulan sebelumnya sepanjang lidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) 

cahun, setelah mendapat rckomcndasi KP3 Daerah. 
(2) Apabila a!o~ pupuk bersubsidi di daerah pada bulan berjalan tidak 

menct.hu,». produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk dari alokasi bulan 
bc.--ikL~ ata, .... sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak mclebihi alokasi 

Pasal 5 

• 

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuaru wilayah tertentu, 

akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah. 
(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Daerah ditetapkan lcbih lanjut oleh 

Bupati. 
(3) Realokasi sebaran kcbutuhan pupuk beraubsidi perbulan dalam wilayah 

Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas. 

Pasal 4 

( 1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pernupukan 
berimbang spcsifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang 
diajukan oleh Pemerintah Dacrah scrta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 

Anggaran 2012. 
(2) Alokasi pupuk bcrsubsidi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih 

lanjut menurut kecamatan, jcnis, jumlah dan sebaran bulanan, scbagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan 

usulan yang diajukan petani, pekebun, pctcrnak, pembudidaya ikan atau udang 
berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa 

setempat. 
• (4) Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, pctcmakan, 

perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setcrnpat wajib melakukan 

pembinaan kepada kelompok tani unruk mcnyusun RDKK sesuai luas areal 
usaha tani dan/aLau kcmampuan penyerapan pupuk ditingkat pctani di 
wilayahnya. 

BAB Ill 

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 
Pasal 3 

• 



(3) HET pupu.lc bersubsidi sebagoimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 
kg, ~o e, ~ ~5 ;cg atau 20 kg yang dibeli oleh pctani, pekebun, dan pctcrnak dan 
~ ~ dan /atau udang di penvalur Lini IV secara tunai. 

• Pupuk 2A 

• Pupuk SP36 

• PuptE ~PK Pnonska (15 ,15 ,15) 
• Pupulc NP-" Pclangi (20 , IO, I 0) 

• Pupuk NPK Kujang (30, 6, 8 ) 
• PL.'1)Uk~ 

= Rp. 1.800.- per kg 
= Rp. 1.400.- per kg 
• Rp. 2.000.- per kg 
• Rp. 2.300.- per kg 

= Rp. 2.300.- per kg 
• Rp. 2.300.- per kg 
= Rp. 500.- per kg 

• Pupuk Urea 

• (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi scsuai HET. 

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

(2) Penggantian kernasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label 
sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) wajib dilaksonakan olch produsen pupuk 
pali'1~ lam bat akhir bu Ian April 2011. 

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus 
diberi label tambahan berwarna merah, mudoh dibaca dan tidak muda.h 
hilang terhapus yang bertuhskan 

• Pupuk Bers·qbsidi Pemerintah" 
Barang Dalam Pengawasan 

Pasal 7 • 

(1) Pupuk bcrsubsidi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( I} terdiri atas 

pupuk Urea, SP36, ZA, NPK Pelangi, NPK Phonska, NPK Kujang dan pupuk 
orgaruk Petro Kimia, Organik Kujang, Organik Pusri yang diadakan oleh 

produsen. 
(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya , PT. 

Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Kaltim. 

(3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lirii IV kepada petani dan/atau 
kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk 

bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 6 

PENYALURAN DAN (HET) 

BAB IV 
• 



(1) KP3 daerah wajib mcnyampaikan laporan Pemantauan dan Pcngawasan pupuk 
bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. 

(2) Bupari wajio menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pcngawasan pupuk 

bersubsidi ~epada Gubemur Jawa Tengah. 

Pasal 13 

(1) KP3 daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, 
penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah daerah . 

(2) KP3 daerah da)am melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali 

Orgaaiscae Penganggu. 
• 

Pasal 12 

ProduSCJ"I wajib melakukan pemancauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari 
Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk 

bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. 

Pasal 11 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

BABV • 
Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

Pasal 10 

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan 

penyalur di Lini IV wajib menjarnin ketersediaan pupuk bersubsidi saat 
dibutuh.kan petani, pekebun, peternak dan pcmbudidaya ikan atau udang 

sesuai yang telah ditetapkan. 
(2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu 

dilakukan Ileksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan 

KP3 setempat, bagi daerah-dacrah yang penyerapan pupuknya telah mclcbihi 
alokasinya, maka dapat dilakukan relokasi scbagaimana dimaksud dala.m 

Pasal 4. 

Pasal 9 



KABAG_ ?EREKONOMIAN 

TEL-\H DIKOREKSI 
OLEH 

TGL 

KABAG- HUKt.JM 

SARTIYASTO 

BERITA OAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR \b 

PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, • 
Diundangkan di Klaten 
Pada tanggal 3 ~vn, '2.o~ 

SUN ARNA 

- 
BUPATI KLATEN, 

Ditetapkan di Klaten . 
Pada tanggal 2> ~ l.t ru ':lo 13 • 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

Pasal 16 

Alokasi dan HET pupuk bersubsidi untuk Sektor Pcrtanian di Kabupaten Klaten 

dalam Pcraturan Bupati ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013. 

PasaJ 15 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VI 




